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WALI KOTA SAMARINDA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA 

NOMOR 50 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

PEMBATASAN KENDARAAN MELINTASI JEMBATAN ACHMAD AMINS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keamanan dan 
pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan, serta 

guna meningkatkan kelancaran lalu lintas, perlu 

dilakukan pembatasan kendaraan yang melintas di 
Jembatan Achmad Amins; 

b. bahwa berdasarkan penyampaian risalah rapat oleh 

Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan 

Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum tentang 

pembahasan metode injeksi retakan pada pile cap P7 
akibat longsoran pada jembatan Mahkota II nomor UM 

0102-KKJT.02/138 tanggal 20 Mei 2021 dengan point 

Jembatan dapat dibuka hanya untuk melayani 
kendaraan ringan, sebelum adanya hasil evaluasi 

terhadap perbaikan jembatan, dan Surat Pengantar 

risalah rapat oleh Komisi Keamanan Jembatan dan 
Terowongan Jalan Dirjen Bina Marga Kementerian 

Pekerjaan Umum tentang Risalah rapat lanjutan evaluasi 

pembangunan IPA Kalhol Kap 250 l/dt Kota Samarinda 
terhadap Struktur Jembatan Mahkota No. UM0102-

Bkja/425 tanggal 7 oktober 2022 dengan point sebelum 

lalu lintas jembatan dioperasikan secara penuh kembali, 

perlu dilakukan evaluasi terhadap perilaku struktur 
jembatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Pembatasan Kendaraan 
Melintasi Jembatan Achmad Amins; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 

SALINAN 
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72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat No. Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 

Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta 

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara 
Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6642); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 120, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2021 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6642); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 

260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 
2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

6642);  

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 

2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 

2014 Nomor 514); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBATASAN 

KENDARAAN MELINTASI JEMBATAN ACHMAD AMINS. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda. 

2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda. 

3. Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Satlantas adalah Satuan 

Lalu Lintas Kepolisian Resort Samarinda. 

4. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang lalu lintas Jalan.  

5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri 

atas Lalu Lintas, angkutan jalan, jaringan Lalu Lintas dan angkutan jalan, 
prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan, Kendaraan, pengemudi, 

Pengguna Jalan serta pengelolaannya. 

6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas 

Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor.  

7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh 

peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas 
rel.  

8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada 

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan 

tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan 
kabel.  

9. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu 
lintas.  
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10. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa 

lambing, huruf, angka, kalimat dan / atau perpaduan yang berfungsi 

sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. 

11. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau 

seluruhnya untuk mengangkut barang. 

12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan 
untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.  

 

Pasal 2 

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan 

keamanan kepada masyarakat Pengguna Jalan melalui pembatasan jenis 
Kendaraan yang dapat melintas di Jembatan Achmad Amins. 

 

Pasal 3 

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:  

a. mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan di Jembatan Achmad Amins;  

b. memberikan batasan jenis Kendaraan yang dilarang melintas di Jembatan 

Achmad Amins; dan  

c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. 

 

BAB II 

PEMBATASAN KENDARAAN 

 

Pasal 4 

(1) Wali Kota melalui Dinas Perhubungan melakukan pembatasan Kendaraan 

yang melintas di Jembatan Achmad Amins. 

(2) Jenis Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobil barang 

dan Kendaraan Bermotor umum. 

(3) Pelaksanaan pembatasan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan cara: 

a. memasang Rambu Lalu Lintas; dan 

b. memasang portal. 

(4) Ketentuan mengenai Rambu Lalu Lintas dan portal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  

BAB III 

PENGAWASAN 

 

Pasal 5 

(1) Wali Kota melalui Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan pembatasan Kendaraan. 

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Satlantas. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. pemantauan; dan 

b. pemeriksaaan. 
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BAB IV 

SANKSI 

 

Pasal 6 

Pelanggaran terhadap pembatasan Kendaraan dikenakan sanksi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 7 

Pembatasan Kendaraan dapat ditinjau kembali setelah Jembatan Achmad 

Amins sudah dapat berfungsi secara normal. 

 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.  

 

Ditetapkan di Samarinda 

pada tanggal 23 Agustus 2023 

WALI KOTA SAMARINDA, 
ttd 

ANDI HARUN 

Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 23 Agustus 2023 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

ttd 

HERO MARDANUS SATYAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 441 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Kota Samarinda 
Kepala Bagian Hukum, 

 

 
 

EKO SUPRAYETNO, S.Sos 

Pembina Tingkat I / IV b 
NIP. 19680119 198803 1 002 

 


